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BAB IV 

PERAN GREENPEACE DALAM MENGHENTIKAN 

DEFORESTASI DI INDONESIA  

 

Sebagai bukti telah terwujudnya visi dan misi 

organisasi, Greenpeace sebagai gerakan environtmentalis 

internasional menunjukkan kontribusinya dengan cara 

mengungkapkan salah satu isu yang menjadi perhatian 

dunia internasional saat ini. Kasus yang dimaksud adalah 

deforestasi yang terjadi di hutan Indonesia dalam kurun 

waktu 2012-2016 yang dilakukan oleh perusahaan – 

perusahaan yang mendapat bantuan dari HSBC. 

A. Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Greenpeace 

Greenpeace dan Forest Watch pada mulanya 

melakukan penelitian terkait sektor kehutanan dan kondisi 

hutan yang ada di Indonesia, penelitian tersebut dilakukan 

sejak tahun 2012. Dari hasil penelitian tersebut Greenpeace 

menemukan fakta bahwa selama dua dekade terakhir, 

sektor perkebunan telah menghancurkan hutan dan lahan 

gambut yang ada di Indonesia. Jutaan hektar hutan telah 

dialihfungsikan menjadi konsesi pulp dan perkebunan 

kelapa sawit. Akibat dari kerusakan – kerusakan yang 

terjadi, kondisi hutan di Indonesia sangat rentan mengalami 

kebakaran setiap tahunnya yang juga tentu berdampak 

besar dan merugikan bagi masyarakat, satwa liar dan juga 

perubahan iklim yang terjadi. Sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh universitas Harvard dan Columbia 

memperkirakan bahwa selama kasus kebakaran yang terjadi 

pada tahun 2015, lebih dari 100.000 orang dewasa telah 

meninggal dunia karena akibat dari asap dan polusi 

kebakaran hutan dan lahan gambut. 
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Kerugian yang dialami bukan hanya bersifat fisik 

tapi juga materil. Bank dunia memperkirakan bahwa 

kebakaran yang terjadi disepanjang tahun 2015 telah 

memberikan kerugian bagi ekonomi Indonesia sebesar US$ 

16 milliar yaitu jumlah yang dua kali lipat dibandingkan 

dengan nilai tambah ekspor minyak sawit Indonesia pada 

tahun 2014. 50  Tidak dapat dipungkiri bahwa, ini adalah 

sebuah krisis dimana perusahaan di Indonesialah yang 

berada dalam situasi yang krisis. Melalui analisis yang 

dilakukan oleh Greenpeace Provinsi Riau dan Kalimantan 

barat yang merupakan provinsi kunci penghasil sawit, 

sekitar setengah dari titik api kebakaran yang tercatat pada 

tahun 2015, teridentifikasi berada di dalam konsesi bubur 

kertas atau kelapa sawit.51 

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak penanam, 

pedagang dan perusahaan konsumen kelapa sawit telah 

menerbitkan kebijakan yang berupaya membebaskan rantai 

pasok mereka dari kelapa sawit yang terkait dengan 

perusahaan nakal yang melakukan ekspansi destruktif dan 

eksploitasi sosial. Masih menjadi pertanyaan seberapa 

efektif implementasi kebijakan ‘Nol Deforestasi, Nol 

Gambut, Nol Eksploitasi’ (NDPE)  yang mereka ini 

cetuskan ini.  

HSBC sendiri sudah memiliki kebijakan yang 

lengkap terkait komoditas kehutanan dan pertanian 

(termasuk bagian spesifik mengenai minyak sawit). Mereka 

                                                           
50 World Bank (2016) ‘The cost of fire: An economic analysis of 
Indonesia’s 2015 fire crisis’ Indonesia Sustainable Landscapes 
Knowledge Note, Februari 2016 http://pubdocs.worldbank.org/ 
en/643781465442350600/Indonesia-forest-fire- notes.pdf diakses 
pada 10 Maret 2018 
51 Greenpeace International (2008) ‘How Unilever palm oil suppliers 
are burning up Borneo’ April 2008 http:// 
www.greenpeace.org/international/PageFiles/24549/ how-
unilever-palm-oil-supplier.pdf diakses pada 10 Maret 2018 
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mengklaim bahwa kebijakan-kebijakan mereka ini 

‘melarang pembiayaan (yang menyebabkan) deforestasi’, 

meskipun banyak perusahaan yang mereka danai terus 

menghancurkan hutan. 

Kebijakan HSBC mendapatkan ranking cukup 

tinggi dibandingkan dengan kebijakan bank-bank lain, 52 

namun masih berada di bawah apabila dibandingkan 

dengan kebijakan ‘Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol 

Eksploitasi’ yang telah menjadi standar di sektor lain. 

Kebijakan komoditas pertanian HSBC gagal mengeluarkan 

perusahaan-perusahaannya yang terlibat deforestasi, dan 

mereka sepenuhnya mengandalkan keanggotaan dan 

sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 

sebagai tanda kepatuhan sebuah perusahaan terhadap 

keberlanjutan lingkungan. 53  Kebijakan yang diterapkan 

oleh HSBC masih sering diabaikan oleh perusahaan – 

perusahaan yang bernaung dan meminjam pendanaan dari 

HSBC. 

Meskipun telah menyatakan komitmennya 

terhadap keberlanjutan yang dilakukan beberapa tahun 

kebelakang ini, HSBC sudah memulai atau tetap 

mempertahankan hubungan finansialnya (termasuk 

menyediakan atau mengatur pinjaman) dengan perusahaan 

maupun kelompok usaha yang mengoperasikan konsesi 

kelapa sawit yang terkait dengan aspek yang paling tidak 

berkelanjutan dari pengembangan perkebunan kelapa 

sawit. Bukti bahwa perusahaan-perusahaan ini bertanggung 

                                                           
52 Global Canopy Programme (2016a) ‘Forest 500 project 2016 
rankings’ http://forest500.org/#financialinstitutions-tab diakses 
pada 10 Maret 2018 
53 HSBC (2014a) ‘Agricultural commodities policy’ http:// 
www.hsbc.com/~/media/hsbc-com/citizenship/ 
sustainability/pdf/hsbc-agricultural-commoditiespolicy-march-
2014.pdf diakses pada 11 Maret 2018 
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jawab atas kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diterima ini 

tersedia luas di ranah public. Perusahaan - perusahaan ini 

telah diberikan teguran atau dibekukan operasinya oleh 

RSPO, pernah  juga disebut oleh Pemerintah Indonesia 

terkait kebakaran yang tak terkendali, 54  atau menjadi 

subyek dari banyak laporan kritis dari Lembaga non 

pemerintah (NGO) sosial dan lingkungan. 

Bumitama, Indofood, IOI, Noble dan Goodhope, 

kesemuanya adalah anggota RSPO, namun strategi 

pengembangan minyak sawit mereka masih bergantung 

pada konversi lahan gambut dan hutan, dimana termasuk 

daerah-daerah bernilai konservasi tinggi (NKT). 

Penggunaan sertifikasi RSPO oleh HSBC sebagai cara 

pendekatan untuk keberlanjutan, berarti memungkinkan 

perusahaan-perusahaan tersebut menerima pinjaman tanpa 

pemeriksaan lebih lanjut, meskipun dalam semua kasus 

terbukti prinsip dan kriteria RSPO untuk produksi minyak 

sawit berkelanjutan telah dilanggar oleh mereka. POSCO 

Daewoo yang bahkan bukan anggota RSPO dan tampaknya 

HSBC mengabaikan operasi kelapa sawit mereka beserta 

dampaknya ketika menyetujui pinjaman kepada bagian-

bagian lain dari konglomerasi. Kelemahan – kelemahan 

dari RSPO antara lain adalah  Standar-standar RSPO yang 

berbeda dengan kebijakan Nol deforestasi, Nol Gambut, 

Nol Eksploitasi (NDPE).55 Sebagian besar anggota RSPO 

belum tersertifikasi keseluruhan operasinya. Serta  

penegakan standar yang lemah, proses pengaduan bisa 

                                                           
54 MoEF (2015a) National Forest Monitoring System (NFMS), 
Ministry of Environment and Forestry, Indonesia 
nfms.dephut.go.id/ArcGIS/rest/services/ 
LandcoverRC_Upd/LandcoverRC_2013_Upd/MapServer diakses 
pada 11 Maret 2018 
55 RSPO (2013c) ‘Principles and Criteria’ http://www.rspo. 
org/resources/key-documents/certification/rspo- principles-and-
criteria diakses pada 15 Maret 2018 
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membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun dan beberapa 

perusahaan melanggar standar secara masif, misalnya 

dengan membangun di kawasan hutan primer tanpa 

mengajukan dokumen Prosedur Penanaman baru (NPP). 

Gambar 4.1 Kaitan HSBC dengan Kelompok 

Usaha Minyak Sawit Perusak (Dirty Bankers 

Greenpeace) 
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Berikut ini merupakan keterlibatan HSBC dengan 

perusahaan – perusahaan yang melanggar dan melakukan 

deforestasi di Indonesia menurut Greenpeace:56 

Tabel 4.1 Bukti – bukti aliran bantuan / dana dari 

HSBC menurut hasil penelitian Greenpeace 

No Nama 

Perusahaan 
Bentuk Bantuan Pelanggaran yang 

dilakukan 

Keterang

an 

1. BUMITAM

A: PT 
Andalan 

Sukses 
Makmur (PT 

ASMR),; PT 

Karya Bakti 
Agro 

Sejahtera 

(PT KBAS) 
dan PT 

Ladang 

Sawit Mas 

(PT LSM) 

 

• $120 juta pinjaman 

jangka tetap 

• $70 juta pinjaman 

jangka tetap 

 

• Deforestasi untuk 

lahan 

pembangunan 

• Perusakan hutan 

bernilai konvesi 

tinggi (NKT) 

• Pembangunan di 

lahan Gambut 

• Operasi illegal : 

pembangunan 

bangunan tanpa 

izin 

• Kegagalan dalam 

memenuhi RSPO 

Tahun 

2012 dan 

2013 

2 

2. 

 

 

GRUP 

NOBLE: PT 
Henrison Inti 

Persada (PT 

HIP), Barat; 
PT Pusaka 

Agro Lestari 

(PT PAL), 

• $650 juta pinjaman 

jangka tetap 

• Deforestasi untuk 

pembangunan 

lahan perkebunan 

• Pelanggaran hak-

hak masyarakat 

setempat dan tidak 

terpenuhinya 

prinsip persetujuan 

atas dasar 
informasi di awal 

tanpa paksaan 

• Konflik sosial 

yang signifikan 

Tahun 

2013 

                                                           
56 “Dirty Bankers”, diambil dari 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/bri
efings/forests/2017/GP_DirtyBankers_MediaBriefing_BAH.pdf 
diakses pada 15 Agustus 2017 
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• Kegagalan dalam 

memenuhi jadwal 
untuk sertifikasi 

RSPO 

 

3 

 

 

 
3. 

GOODHOP
E/CARSON 

CUMBERB

ACH :  PT 

Nabire Baru 

(PT NB) 

• Pengajuan 

pengaduan atas PT 

LSM 

• Pengajuan 

pengaduan atas PT 
ASM 

• Deforestasi untuk 

pembangunan 

lahan perkebunan 

• Pengrusakan hutan 

bernilai konservasi 
tinggi (NKT) 

• Pembangunan 

perkebunan diatas 
lahan gambut 

• Operasi illegal: 

penyimpangan izin 

termasuk 

pembangunan 
tanpa menganalisis 

dampak 

lingkungan 

(AMDAL) 

• Eksploitasi: 

mengambil lahan 

tanah adat tanpa 

persetujuan atas 
dasar informasi 

diawal tanpa 

paksaan dan 
menggunakan 

aparatur negara 

untuk menindas 
penduduk 

setempat yang 

menentang 
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4. 

POSCO 

DAEWO :  

PT Bio Inti 
Agrindo (PT 

BIA) 

• Tiga buah pinjaman 

sebesar $500 juta, 
$529 juta,  $700 juta 

(seluruhnya jangka 

tetap)  

• $243 juta pinjaman  

jangka tetap  

• $209 juta pinjaman  

jangka tetap 

• Deforestasi untuk 

pembangunan 
lahan perkebunan 

• Pembukaan hutan 

bernilai konservasi 
tinggi (NKT) 

• Pengunaan api 

untuk pembukaan 

lahan 

• Pelanggaran hak – 

hak setempat dan 

tidak terpenuhinya 
prinsip persetujuan 

dasar informasi di 

awal tanpa 

paksaan 

Tahun 

2012 dan 

2013 

 

 

 

5. 

IOI :  PT 

Berkat 
Nabati 

Sejahtera 

(PT BNS), 

PT Bumi 

Sawit 

Sejahtera 
(PT BSS) 

dan PT 

Sukses 
Karya Sawit 

(PT SKS) 

• $600 juta obligasi 

korporasi 

• Deforestasi untuk 

pembangunan 
lahan perkebunan 

• Pembukaan hutan 

bernilai konservasi 

tinggi (NKT) 

• Pengunaan api 

untuk pembukaan 

lahan 

• Kebakaran hutan 

yang meluas pada 
tahun 2014 dan 

2015, serta 

penanaman di 
lahan bekas 

kebakaran 

• Pelanggaran hak – 

hak setempat dan 

tidak terpenuhinya 

prinsip persetujuan 
dasar informasi di 

awal tanpa 

paksaan 

Tahun 

2012 
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6 

 

 
6. 

GRUP 

SALIM / 

INDOFOOD 
:  

Makmur/Ked

ang Makmur 
dan PT 

Gunta Samba 

Jaya (PT 
GSJ),; 

konsesi-

konsesi PT 

Lonsum 

• $400 juta 

obligasi 
korporasi 

• $400 juta 

obligasi 
korporasi 

• $160 juta 

pinjaman 

jangka 

tetap 

• Deforestasi untuk 

pembangunan lahan 
perkebunan 

• Pembukaan hutan bernilai 

konservasi tinggi (NKT) 

• Pengunaan api untuk 

pembukaan lahan 

• Eksploitasi : pengunaan 

pekerja dibawah umur, 
membayar dibawah upah 

minimum daerah dan 

pelanggaran standar 
kesehatan dan 

keselamatan 

• Pelanggaran hak – hak 

setempat dan tidak 

terpenuhinya prinsip 
persetujuan dasar 

informasi di awal tanpa 

paksaan 

Tahun  

2012 dan 

2013 

 

Perusahaan – perusahaan yang disebutkan diatas 

adalah perusahaan yang mendaptakan sumber dana dan 

bantuan dari HSBC. Padahal sudah sejak tahun 2004 HSBC 

tidak akan membiayai perkebunan yang melakukan 

konversi pada hutan alam kecuali sudah mendapatkan 

disertifikasi secara independent atau dipastikan tidak 

memiliki dampak negative pada hutan nilai konservasi 

tinggi.57 

Pada tahun 2014 HSBC merubah kebijakan 

tersebut menjadi dua kebijakan baru dan terpisah. 

Komoditas pertanian yang meliputi minyak sawit, 

sedangkan yang lainya mengenai sektor kehutanan yang 

meliputi penebangan, pengolahan kayu serta bubuk kertas. 

                                                           
57HSBC (2016b) ‘Mining and metals policy’ http:// 
www.hsbc.com/~/media/hsbc-com/citizenship/ 
sustainability/pdf/161028-mining-and-metals- policy.pdf diakses 
pada 11 Maret 2018  
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Kebijakan komoditas pertanian HSBC menyatakan bahwa 

“Bisnis yang dilarang” adalah: 

HSBC tidak akan dengan sengaja memberikan 

layanan keuangan kepada penanam dan pabrik yang terlibat 

dalam: operasi ilegal; pembukaan lahan dengan api; 

konversi kawasan-kawasan (yang seringkali merupakan 

hutan) yang diperlukan untuk melindungi nilai-nilai 

konservasi tinggi; eksploitasi dan menggunakan buruh anak 

atau kerja paksa; pelanggaran hak-hak masyarakat 

setempat, seperti prinsip persetujuan atas dasar informasi 

awal tanpa paksaan; dan operasi-operasi di mana terdapat 

konflik sosial yang signifikan. HSBC memperluas 

kebijakan ini untuk para penyuling dan pedagang, di mana 

dapat dilakukan pemeriksaan.,58 

 Kebijakan tersebut masih sangatlah lemah jika 

dikaitkan dengan kebijakan nol deforestasi yang diadopsi 

oleh para penanam, pedagang dan penguna hasil kelapa 

sawit terkemuka yang melindungi semua hutan alam, 

seperti yang tertera dalam pendekatan stok karbon tinggi 

(SKT).59 Pernyataan HSBC pada bulan Oktober 2016 yaitu 

tentang perubahan iklim mengabaikan kontradiksi ini dan 

menyatakan bahwa ‘Kebijakan Kehutanan dan Komoditas 

Pertanian tahun 2014 kami melarang pembiayaan 

deforestasi’.60 

                                                           
58HSBC (2016c) ‘Statement on climate change’ http:// 
www.hsbc.com/~/media/hsbc-com/our-approach/ 
sustainability/pdf/hsbc-statement-on-climate- change-oct16.pdf 
diakses pada 11 Maret 2018  
59 HCS Approach Steering Group (2015) The HCS Approach toolkit, 
version 1.0 http://highcarbonstock.org/the- hcs-approach-toolkit/ 
diakses pada 12 Maret 2018 
60 HSBC (2016a) ‘3Q 2016 earnings release’ http://www. 
hsbc.com/~/media/hsbc-com/investorrelationsassets/ hsbc-

http://highcarbonstock.org/the-%20hcs-approach-toolkit/
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 Implementasi yang diaplikasikan oleh HSBC 

semenjak membuat dua kebijakan tersebut adalah HSBC 

mewajibkan kliennya untuk mendaftarkan perusahaannya 

kepada RSPO sebelum 20 Juni 2014 agar secara efektif 

dapat memasukkan fungsi RSPO kedalam standar 

kebijakan. Namun implementasi yang diharapkan tidak 

sepenuhnya terjadi karena HSBC gagal dalam menjalankan 

kebijakan kepada para kliennya. Kegagalan HSBC untuk 

memasukkan pengeringan dan pembangunan di atas lahan 

gambut di bawah tajuk ‘bisnis yang dilarang’ bertentangan 

dengan pernyataan bank tersebut pada tahun 2016 tentang 

perubahan iklim, yang menunjukkan bahwa bank ini 

bertujuan menghindari pembiayaan infrastruktur yang bisa 

mengurangi tambahan emisi gas rumah kaca selama 

bertahun-tahun’.61 Gambut yang memiliki kedalaman lebih 

dari 3 meter telah lama dilindungi oleh hukum yang berlaku 

di Indonesia, 62  dan banyak peraturan dari Kementerian 

Pertanian untuk tidak mengizinkan penerbitan izin pada 

lahan gambut dengan kedalaman yang lebih dari 3 meter, 

meskipun penegakan hukum-hukum tersebut masih amat 

kurang. 63  Sejak tahun 2011, Indonesia telah memiliki 

moratorium penerbitan konsesi baru yang mencakup hutan 

                                                           
results/2016/3q-results/hsbc-holdings-plc/3q- 2016-earnings-
release.pdf diakses pada 12 Maret 2018 
61 HSBC (2016c) ‘Statement on climate change’ http:// 
www.hsbc.com/~/media/hsbc-com/our-approach/ 
sustainability/pdf/hsbc-statement-on-climate- change-oct16.pdf 
diakses pada 11 Maret 2018 
62   Peraturan perundang-undangan mencakup Surat Keputusan 
Presiden 32/1990, Peraturan Pemerintah 26/2008, dan Peraturan 
Kementan 14/2009 dan Peraturan Pemerintah 71/2014 mengenai 
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Lahan Gambut 
63 Minister of Agriculture (2013) ‘Peraturan Menteri Pertanian 
Republik Indonesia No. 98/Permentan/ OT.140/9/2013’ 30 
September 2013 http:// 
ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/ 
Permentan%2098-2013.pdf diakses pada 13 Maret 2018 
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primer atau lahan gambut. 64  HSBC sendiri mengakui 

bahwa anggota yang telah termasuk dalam RSPO belum 

memastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja 

yang baik dalam menjalankan sistem keberlanjutan 

lingkungan seperti yang terdapat dalam standar RSPO.65 

 Menjadi anggota RSPO tidak menjamin bahwa 

suatu perusahaan akan mempraktikkan keberlanjutan dan 

perkebunan dapat memperoleh sertifikasi meskipun 

membuka hutan atau lahan gambut. Sudah banyak bank-

bank yang menggunakan keanggotaan RSPO sebagai proxy 

untuk minyak sawit berkelanjutan tengah menipu diri 

mereka sendiri dan nasabah mereka yang lain. Meskipun 

ada komitmen tentang transparansi, RSPO sendiri secara 

kronis dinilai gagal untuk menyediakan akses publik ke 

dokumen - dokumen penting, termasuk peta - peta konsesi, 

pengaduan yang diajukan tentang anggota atas 

ketidakpatuhan mereka, dan rencana- rencana 

pembangunan, yang menghambat kemampuan para 

pemangku kepentingan untuk meminta pertanggung 

jawaban dari perusahaan. 

 HSBC memberikan layanan yang berbeda 

untuk kelompok- kelompok usaha yang dijelaskan dengan 

jelas diatas, tergantung pada pengaturan dari tiap-tiap 

kesepakatan, termasuk sebagai bookrunner dan arranger. 

HSBC bertindak sebagai pemberi berbagai pinjaman 

kepada keenam kelompok usaha yang diulas dalam skripsi 

ini. Semua pinjaman dan obligasi diberikan sebagai bagian 

dari konsorsium bank. Dalam beberapa kasus pada 

                                                           
64 Minister of Agriculture (2007) ‘Peraturan Menteri Pertanian No.: 
26/Permentan/OT.140/2/2007’ 28 Februari 2007 
http://perundangan.pertanian.go.id/ admin/file/Permentan-26-
07.pdf diakses pada 13 Mret 2018 
65 HSBC Global Research (2013) ‘Consumer & Retail Consumer 
Staples: Asian palm oil’ 12 November 2013 
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perusahaan Bumitama dan Goodhope, pinjaman diberikan 

secara langsung kepada anak perusahaan penanam kelapa 

sawit; sedangkan pada kasus lainnya pinjaman dan jasa 

keuangan yang berkaitan dengan penerbitan obligasi 

perusahaan diberikan kepada induk perusahaan IOI, Noble, 

Indofood atau anak perusahaan yang bergerak di sektor lain 

pada perusahaan POSCO daewoo. 

 Data pinjaman dan obligasi bank terkait 

diperoleh lewat lisensi dari bloomberg dan hanya terbatas 

pada informasi tentang kesepakatan yang tersedia sejak 

2012.66  Informasi tambahan, termasuk informasi tentang 

jasa keuangan lainnya, diambil dari laporan tahunan dan 

laporan keuangan perusahaan. Total pinjaman dan jumlah 

obligasi yang disebutkan dengan rinci dalam skripsi ini 

adalah untuk semua kesepakatan yang diketahui sejak tahun 

2012, termasuk yang telah jatuh tempo. Pinjaman dan 

obligasi HSBC yang disusun untuk dipinjamkan kepada 

masing-masing perusahaan kelapa sawit adalah yang diatur 

sejak tahun 2012 yang belum jatuh tempo. Pinjaman dan 

jasa keuangan HSBC lainnya yang tidak lagi aktif juga telah 

disebutkan dengan rinci apabila mereka menggambarkan 

hubungan keuangan langsung ke anak perusahaan kelapa 

sawit para konglomerasi terkait di masa lalu. 

Dari pemaparan fakta – fakta diatas Greenpeace 

sebagai gerakan yang sangat memperdulikan lingkungan 

melihat celah yang dilanggar oleh HSBC dan perusahaan – 

perusahaan terkait sehingga Greenpeace membuat beberapa 

tindakan untuk menghentikan HSBC dalam mendanai 

perusahaan – perusahaan dan kliennya yang melanggar 

aturan dan tidak sesuai dengan komitmen atau perjanjian 

                                                           
66 RSPO (2016b) ‘Complaints panel meeting minutes - Meeting No. 
6/2016, 30 Juni 2016 http://www.rspo. 
org/publications/download/500c14436a2bf80 diakses pada 12 
Maret 2018 
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pada awal pemberian pinjamannya. HSBC sendiri 

sebenarnya sudah memiliki kebijakan nol deforestasi, akan 

tetapi tidak mengaplikasikan  kebijakan tersebut saat 

membuat perjanjian dengan kliennya terutama perusahaan 

– perusahaan yang beroprasi di Indonesia yang terbukti 

telah melakukan tindakan deforestasi sejak tahun 2012. 

HSBC sendiri sudah menjalankan kebijakan nol 

deforestasinya sejak tahun 2004 tetapi kebijakan tersebut 

seakan menghilang dan tidak mendapatkan pantauan yang 

lebih dari pihak HSBC. 

 Beberapa tindakan yang dilakukan Greenpeace 

untuk menghentikan tindakan deforestasi yang dilakukan 

oleh HSBC antara lain adalah : 

1. Kampanye 

Salah satu tindakan yang dilakukan oleh 

Greenpeace dalam rangka melawan dan memberi tahu 

masyarakat luas tentang isu lingkungan khususnya hutan 

adalah dengan cara melakukan kampanye. Kampanye yang 

dilakukan Greenpeace kebanyakan merupakan aski damai 

yang tidak menggunakan kekerasan ataupun tindakan yang 

melanggar norma dan etika masyarakat. Kampanye 

dilakukan guna menghentikan para perusak alam. Dalam 

kasus ini Greenpeace mengadakan kampanye terkait 

dengan tindakan yang dilakukan oleh HSBC dalam 

merusak dan melakukan deforestasi terhadap hutan 

Indonesia. Dalam kampanye yang dilakukan oleh 

Greenpeace kali ini melibatkan NGO lokal yang ada di 

Indonesia yaitu tim cegah api dan orangutan, kampanye 

tersebut dilakukan pada 9 Februari 2017 yang bertempat di 

kantor pusat HSBC Indonesia. Dalam melancarkan 

kampanyenya Greenpeace dan massa yang lain 

mendapatkan tindakan yang kurang baik dari beberapa 

penjaga dimana beberapa kali spanduk dan aksesoris yang 

mereka gunakan direbut secara paksa oleh petugas disana. 

Dalam aksi kampanye tersebut para aktivis juga 



64 
 

memberikan selebaran kepada masyarakat yang berada di 

sekitaran lokasi kampanye yang berisi tentang seruan 

bahwa HSBC memiliki andil dalam kasus deforestasi yang 

terjadi di Indonesia beberapa tahun kebelakang dan harus 

segera menyetop pendanaan yang mereka berikan kepada 

perusahaan yang merusak hutan di Indonesia. Dua orang 

aktivis membentangkan spanduk yang bertuliskan “ HSBC, 

stop mendanai perusak hutan”, ada juga yang menggunakan 

kostum orangutan yang menunjukkan bahwa tidak hanya 

manusia yang mengalami kerugian atas kejadian tersebut 

tetapi makhluk hidup lainnya juga, pengunaan kostum 

tersebut untuk menyampaikan pesan dari orangutan yang 

habitatnya juga turut serta hilang karena ulah para pelaku 

deforestasi. Pengunaan kostum dan atribut – atribut yang 

digunakan pada saat kampanye merupakan salah satu dari 

proses yang ada pada teori advokasi transnasional yaitu 

simbol politik. Menurut Yuyun Indrari kampanye ini 

dilakukan agar nasabah dan karyawan HSBC mengetahui 

bahwa perusahaan mereka mengucurkan dana untuk 

mendanai pengerusakan hutan. Hingga  aksi kampanye 

selesai perwakilan dari HSBC enggan menemui para 

aktivis. Kampanye yang dilakukan oleh Greenpeace tidak 

hanya di Indonesia tetapi di beberapa negara lain juga yaitu 

Australia, Prancis, dan Inggris 

Gambar 4.2 Kampanye  (Greenpeace) 
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2. Petisi 

Aksi lain yang dilakukan Greenpeace adalah 

dengan mengadakan petisi yang bersifat online. Petisi 

adalah sebuah dokumen tertulis resmi yang disampaikan 

kepada pihak berwenang untuk mendapatkan persetujuan 

dari pihak tersebut. Biasanya, petisi ini ditandatangani oleh 

beberapa orang, yang menunjukkan bahwa sekelompok 

besar orang mendukung permintaan yang terdapat dalam 

petisi tersebut.67 Isi dari petisi online yang dilakukan oleh 

Greenpeace berisi tentang dukungan dan desakan untuk 

HSBC agar segera menghentikan pendanaan yang 

digunakan untuk merusak hutan dan juga menyebabkan 

kebakaran yang menimbulkan kabut asap yang terjadi di 

Indonesia. Menurut salah satu juru kampanye Greenpeace 

Annisa Rahmawati, Petisi ini dibuat agar masyarakat secara 

luas bias mengetahui apa yang telah dilakukan oleh HSBC. 

Dalam petisi ini berisi tentang video yang menunjukkan 

bahwa perusahaan yang menjalin kerjasama dengan HSBC 

melakukan tindakan deforestasi dengan menggunakan 

kendaraan alat berat. Pada keterangan akhir petisi 

Greenpeace juga memberikan informasi lebih lanjut 

mengenai perkembangan kasus HSBC kepada orang – 

orang yang ikut menandatangani petisi online tersebut.68 

Petisi ini ditandatangani oleh lebih dari 203.000 orang dari 

seluruh penjuru dunia. 

 

  

 

 

 

 

                                                           
67 “What is Petition ?” http://www.wisegeek.com/what-is-a-
petition.htm diakses pada 15 Maret 2018 
68 
“Petition"https://act.greenpeace.org/page/5378/petition/1?locale=
id-ID diakses pada 15 Maret 2018 

https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumen
http://www.wisegeek.com/what-is-a-petition.htm
http://www.wisegeek.com/what-is-a-petition.htm
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Gambar 4.3 Petisi Online (Greenpeace)  

 

 

 

 

 

 

3. Laporan  

Greenpeace juga menerbitkan laporan yang berisi 

tentang fakta – fakta dimana perusahaan terkait yang 

melakukan pengerusakan terhadap hutan di Indonesia. 

Sesuai dengan salah satu proses dalam teori yang 

dipaparkan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink 

mengenai jaringan advokasi transnasional  laporan ini 

merupakan bukti – bukti yang dikumpulkan oleh 

Greenpeace. Isi dalam laporan tersbut adalah bagaimana 

keterkaitan HSBC dengan perusahaan dan alur pemberian 

pinjaman maupun bantuan lainnya, dalam laporan tersebut 

juga memiliki studi kasus terhadap 6 perusahaan besar yang 

bergerak di bidang kelapa sawit yang tidak menjalankan 

kebijakan yang sudah diterapkan oleh HSBC. Bank – bank 

internasional lain juga tercantum dalam laporan tersebut, 

akan tetapi yang memiliki dampak paling signifikan dan 

masih berlangsung hingga laporan di terbitkan adalah bank 

asal inggris yaitu HSBC. Laporan tersebut  juga 

mengutarakan dugaan pelanggaran undang-undang 

perburuhan dan izin-izin operasi, yang mengikuti tren 

meningkatkan tekanan dari kelompok-kelompok 

lingkungan hidup terhadap perusahaan-perusahaan di 

Eropa untuk membersihkan rantai pasokan mereka di 

negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia. Laporan 
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tersebut terangkum dalam sebuah tulisan yang berjudul “ 

Dirty Bankers”.69 

Gambar 4.4 Bankir Kotor (Greenpeace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh 

Greenpeace dan juga para aktivis lain memiliki tujuan dan 

maksud untuk menumbuhkan rasa keprihatinan dan 

perhatian yang sama terhadap apa yang terjadi pada kondisi 

hutan yang tentu saja akan berdampak pada kesejahteraan 

makhluk hidup lainnya. Beberapa tindakan yang di awali 

oleh Greenpeace tersebut terbukti mampu untuk 

menyadarkan masyarakat secara luas bahwa kerusakan 

hutan saat ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih, baik 

dari masyarakat itu sendiri, perusahaan – perusahaan yang 

bergerak di bidang kelapa sawit dan juga pemerintah terkait 

                                                           
69 “Dirty Bankers”, diambil dari 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/bri
efings/forests/2017/GP_DirtyBankers_MediaBriefing_BAH.pdf 
diakses pada 15 Agustus 2017 



68 
 

guna menghentikan pengerusakan hutan yang sedang 

terjadi saat ini. 

B. Tanggapan dan hasil yang diperoleh Greenpeace 

Pada saat Greenpeace menyerahkan data – data 

yang mereka peroleh, pihak HSBC menyatakan bahwa 

mereka tengah mempersiapkan tinjauan terhadap hubungan 

bank dengan sektor minyak kelapa sawit menyusul pihak 

yang berkepentingan yaitu Greenpeace itu sendiri. Angka-

angka awal dari tinjauan tersebut menunjukkan bahwa 

sejak tahun 2014 HSBC telah menghentikan hubungan 

dengan 93 klien di sektor kelapa sawit, yang dalam 

sebagian besar kasus disebabkan karena pelanggaran tidak 

atau tidak ingin memenuhi kebijakan HSBC . Namun, 

HSBC tidak mau menyebutkan nama-nama klien yang 

sudah mereka hentikan hubungannya, menurut HSBC 

‘kerahasiaan klien membatasi kami untuk menanggapi 

hubungan-hubungan tertentu’. 70  Delapan puluh tiga  

pelanggan lainnya dinilai telah mengikuti atau  berada di 

jalur yang kredibel menuju pemenuhan kebijakannya sesuai 

dengan perjanjian awal. HSBC tidak menyatakan berapa 

banyak klien yang dimiliki secara keseluruhan di sektor 

kelapa sawit. HSBC juga menegaskan kembali bisnis yang 

dilarang yang tercantum dalam kebijakan komoditas 

pertaniannya, 71 yang menyatakan bahwa mereka tidak 

menyediakan layanan keuangan yang secara langsung 

menyokong perusahaan kelapa sawit yang tidak mematuhi 

                                                           
70 Surat ke Greenpeace UK dari HSBC, 11 Januari 2017 diakses pada 
17 Maret 2018 
71 HSBC (2014a) ‘Agricultural commodities policy’ http:// 
www.hsbc.com/~/media/hsbc-com/citizenship/ 
sustainability/pdf/hsbc-agricultural-commoditiespolicy-march-
2014.pdf diakses pada 11 Maret 2018 
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kebijakan kami.72 Tidak ada rincian yang diberikan tentang 

setiap tindakan yang diambil dalam menanggapi 

pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh enam 

perusahaan  yang disorot dalam laporan ini.  

Pihak HSBC juga mengatakan bahwa mereka 

bergantung pada RSPO untuk standar-standar yang 

diharapkan oleh HSBC dari klien - kliennya, dan bahwa 

‘keputusan sertifikasi pada akhirnya diambil oleh klien 

kami.’ 73  Namun, mereka menyatakan bahwa kerjasama 

dibuat di tingkat manajemen eksekutif tertinggi suatu 

perusahaan terkait untuk mendukung manfaat dari 

pendekatan yang berkelanjutan. Sehingga agak sulit untuk 

HSBC dalam mengontrol keputusan yang dibuat oleh 

perusahaan tersebut. Greenpeace juga menekan CEO dari 

bank tersebut yaitu Stuart Gulliver untuk berbicara didepan 

para pemimpin dunia dan pemipin dari perusahaan lainnya 

yang pada saat itu berada dalam acara World Economic 

Forum di Davos, Swiss. 

Setelah mendapatkan tekanan yang cukup banyak 

dari Greenpeace dan para aktivis lain, HSBC mulai 

menyadari bahwa selama ini kebijakan yang mereka 

tetapkan belum cukup ketat dan tegas terhadap para 

kliennya. Masih banyak pelanggaran – pelanggaran yang 

dilakukan oleh klien HSBC terutama yang berasal dari 

sektor pertanian dimana pada kasus ini berfokus pada sektor 

kelapa sawit. HSBC sendiri mengakui bahwa cukup sulit 

untuk mengontrol kliennya yang tidak patuh dan 

                                                           
72 Surat ke Greenpeace UK dari HSBC, 11 Januari 2017 diakses pada 
17 Maret 2018 
73 HSBC Global Research (2013) ‘Consumer & Retail Consumer 
Staples: Asian palm oil’ 12 November 2013 IndoAgri (2013) 
‘IndoAgri sustainable palm oil policy’ 
http://www.indofoodagri.com/misc/B.Sustainable- Palm-Oil-
Policy(F).pdf diakses pada 17 Maret 2018 
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menjalankan kebijakan yang sudah mereka sepakati pada 

perjanjian awal.  

Kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan  oleh 

Greenpeace sebagai bentuk protesnya terhadap HSBC 

terbukti berhasil.  Sampai pada tanggal 21 Februari 2017 

dimana HSBC mengeluarkan kebijakan barunya untuk 

lebih berkomitmen dan menolak untuk mendanai 

perusahaan – perusahaan yang merusak hutan dan lahan 

gambut yang, HSBC juga akan memutuskan hubungannya 

dengan perusahaan yang telah merusak hutan. Isi dari 

kebijakan tersebut adalah :74 

• Berkomitmen untuk melindungi hutan alam 

dan gambut selambat-lambatnya pada 30 Juni 

2017 

• Mengidentifikasi serta melindungi hutan dan 

gambut di kebun-kebun baru sebelum memulai 

pembangunan baru 

• Memfasilitasi verifikasi independen terhadap 

komitmen kebijakan nol deforestasi, nol 

gambut dan nol eksploitasi selambat-

lambatnya pada 31 Desember 2018 

Kebijakan tersebut mulai  berlaku sejak HSBC 

mengumumkannya pada tanggan 21 Februari 2017, apabila 

ada perusahaan – perusahaan yang masih melanggar dan 

tidak mengikuti instruksi dari pihak HSBC maka 

perusahaan tersebut akan di hentikan kerjasamanya dengan 

pihak bank. Apabila kebijakan tersebut terealisasi dengan 

baik dan ditiru oleh bank – bank yang beroprasi sekarang 

ini maka tidak dapat disangkal bahwa hal tersebut akan 

                                                           
74 Kebijakan baru deforestasi HSBC 
- http://www.hsbc.com/~/media/hsbc-com/our-
approach/sustainability/pdf/hsbc-agricultural-commodities-policy-
feb-2017.pdf diakses pada 21 Maret 2018 

http://www.hsbc.com/~/media/hsbc-com/our-approach/sustainability/pdf/hsbc-agricultural-commodities-policy-feb-2017.pdf
http://www.hsbc.com/~/media/hsbc-com/our-approach/sustainability/pdf/hsbc-agricultural-commodities-policy-feb-2017.pdf
http://www.hsbc.com/~/media/hsbc-com/our-approach/sustainability/pdf/hsbc-agricultural-commodities-policy-feb-2017.pdf
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turut serta membantu dalam menjaga kondisi lingkungan 

kita dan juga dapat membantu melestarikannya. 

Diperketatnya standar pengucuran kredit bagi perusahaan 

kelapa sawit itu adalah sebagai respons dari laporan 

Greenpeace yang menyoroti hubungan antara HSBC 

dengan sejumlah perusahaan sawit, yang dituduh berada di 

balik praktik deforestasi di Indonesia. 

 Kebijakan tersebut sebenarnya sudah cukup 

terlambat karena kerusakan hutan yang dialami khususnya 

di Indonesia sudah sangat besar jumlahnya, tingkat 

deforestasi di Indonesia telah lebih besar dibandingkan 

Brazil dan pada akhir tahun lalu status konservasi dari 

International Union for Conservation of Nature(IUCN) 

orangutan yang awalnya habitat terancam menjadi 

terancam punah.75 Kebakaran hutan yang terjadi sepanjang 

tahun 2014 dan 2015 juga telah menelan korban jiwa lebih 

dari 100.000 orang.76 

 Namun Greenpeace tidak berhenti sampai 

disini saja karena untuk mengetahui kebijakan baru tersebut 

akan dijalankan atau tidak oleh HSBC, Greenpeace 

Bersama dengan aktor yang terlibat dalam kampanye ini 

melakukan pengawasan penuh terhadap HSBC agar tetap 

menjalankan kebijakan yang telah mereka sepakati 

bersama. 

  

                                                           
75 “Conservation Status” 
http://www.iucnredlist.org/details/17975/0 diakses pada 21 Maret 
2018 
76 Studi Harvard/Colombia atas kematian dari kabut asap -
http://environment.harvard.edu/news/faculty-news/southeast-
asia-haze-caused-over-100000-deaths-study-says diakses pada 21 
Maret 2018 

http://environment.harvard.edu/news/faculty-news/southeast-asia-haze-caused-over-100000-deaths-study-says
http://environment.harvard.edu/news/faculty-news/southeast-asia-haze-caused-over-100000-deaths-study-says

